B Wienarsnh Emam Subekti
Dosen Fakultas Hukum Umversn:as Indonesza Jakarta :

Tf?e mamage held abroad by Indoneszan couple with different religious can be considerad as ///egai act
because they tried to avoid nar/ona/ law. In fact, theirmarriage Is legally valid in the country in which they
feld the marr/a_ge but it is not in parallel with Law No.1 Year 1974 concerning Marriage in Indonesia.
Recording the marriage by Civil Marriage Office only meets the formal requirement. As a matter of fact,
although the refigion norm prohibits the marriage between couples with different religions, the mamage
Sh‘)'/ faken place sho wmg that the practice does not follow the law provision.

Ke Y- &fy_a_rrd.s‘E ; _marr/age of Indoaes;an_ couple with different religion

ABRSTRAKSE

Perkawinan yang dilangsungkan di juar negeri oleh pasangan WNI beda agama merupakan perbuatan
penyelundupan hukum, karena mereka berusaha menghindar dari hukum nasional, Perkawinan tersebut
memang sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya perkawman tersebut, tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Undang-undang No., 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.
Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja.
Kenyataannya meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut
tidak mengalami kendala, ini menunjukkan tidak ada persesuaian, antara ketentuan undang-undang
dengan apa vang terjadi dalam prakiek.

Kata kunch perkawinan beda agama.

L PEMNDAHULUAN Gemengde Huwelyken (GHR) Sth 1898 yang
Tahwin 1974 tentang perkawinan antatra mereka Pasal 7 ayat?.yang mengatur antara iam bahwa
yang . berbeda agama dapat dnangsungkan, perbedaan agama, suku bangsa ataupun
karena pada waktu fu berlaku Regeling op de keturunan tidak menjadi penghalang untuk
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.:bahwa perkawman hanya d a'ndang ciarl sudut
perdata sa]a, artmya perkawman hanya dapat
-d:lakukan menurut hukum negara saja atau
menurut Undang undang saja i

Peraturan perkawman yang dlatur dalam
GHR maupun BW tersebut sudah tidak berlaku
setelah berlakunya Undang-undang No:l Tahun
1974 tentang. perkawman (seianjutnya d:smgkat
Undang- undang Perkawman), dimana Undang-
undang tersshut: menganut konseps; perkawinan
yang berbeda dengan konsep51 perkaw;nan BW
=danGHR b BT N b Sl

Konsep5| perkawman Undang undang

‘No.1! Tahun 1974 adalah konsep5| keagamaan,
'sebaga| diatur dalam Pasal 2: ayat.1: Undang-
undang No.1 Tahun:1974 tentang perkawinan
{disingkat Undang- undang Perkawman), yaitu
konsepsi‘hukum . agama::

-+ Mhahwa-perkawinan baru merupakan per-
" kawinan yang sah apabila dilakukan menurut
“hukum masmg masing agama -dan ke-

;yang berbeda agam_a, sebab sahnya perkawinan

diserahkan kepad '.keyakman agama ang.
dzanutnya,_]adf_ kalau. agama yang daanutnya'

-=me§arang pe?kawman beda agama maké_
: Undang undang akut me!arangnya, namun. kalau -

agama- mengnzlnkan maka Undang undang-
dalam hal lm_,;-;Pencatat Perkawman akan

_mencatatnya Undang undang perkawman daiam

pasal-pasalnya t:dak men}eiaskan adanya
peraturan yang. melarang perkawman beda

agama;; maka ada yang. men;elaskan bahwa
.perkawman beda agama. sebagal yang. dtatur

dalam GHR dan BW masih dapat. dlterapk_an
karena adanya Pasal 66 (pasal peralthan)

:Undang undang perkawinan, yang mengatur :

w-Nbahwa. peraturan -peraturan /ama tetap
masih berlaku selama:.Undang- undang
. perkawinan yang baru tidak mengaturnya.”

- Ternyata meskipun. pasal demi pasal
Undang-undang perkawinan tidak menyebut
larangan -perkawinan -beda agama, namun

-apabila ditelusuri dengan seksama, maka Pasal
-2-ayat 1.itu yang mengatur. larangan antara

mereka yang berbeda agama, jadi yang melarang

bukan Undang-undangnya namun adalah agama

percayaannya 1

: :-Perbedaan syarat inilah yang sampai saat
ini menjadi-masalah bagi para calon pasangan
yang ‘kurang memahami peraturan perkawinan

yang dianut para calon memtﬁelaé. Ketidak
pahaman: pasangan/ masyarakat akan hal

tersebut maka ada saja yang mengatakan bahwa

Undang-undang perkawinan ini. melanggar hak
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yang berbeda agama Ternyata agama yang
_ a peiuk melarang perkawman antara
'mereka yang berbeda agama e
B .' Untuk mengatas: hal - tersebut mereka
'mencar: jalan ‘keluar: untuk mendapatkan
pengesahan hubungan perkawman mereka yaltu
:dengan cara 1 e
1 Memmta penetapan pengadﬂan terleblh
"'dahulu, atas penetapan itulah: pasangan
3meiangsungkan permkahan d[ Kantor
Catatan Sipil.* # ;

%2 'Melangsungkan perkawman”deng”an-cara
pagi akad nikah di Kantor Urusan Agama
71 calon ‘suami; sorenya n:kah di gereJa

7 agama calon istri
3 Kedua calon’ mempelai menentukan pilihan
" “hukum, yaitu salah sati pikak menyvatakan
" tnduk pada hukum pasangannya. Dengan

" “cara‘ini salah sati berpindah agama;

ey PENBAHASAN

b

'-'!uar negen tu dan’ bagalaman syarat—
'syarat perkawman di iuar negerl ;tu‘?
2. Apakah perkawman yang d:!angsungkan
oleh pasangan WNI yang berbeda agama
g 'd; Iuar negr; sudah sesuau benar dengan
£ Undang- undang Perkawinan? - "
443, ‘Bagaimana _keabsa han: perkawman ‘ber-
beda agama tersebut dilihat dari sudut
e Und'ang".undang-perkawinan?a.' i

& _.i.-:pengeﬁ:an perkawman, syaratw-
' r':=syara_t_dan _sahnya_._perka;wman S
‘. Pengertianperkawinan. . o

Pengertian perkawinan dalam Pasal TUndang-

undang No.1 Tahun 1974 adalah sbb: Ikatan lahir

-batin' antara ‘seorang laki-laki dan. perempuan
sebagaisuami istri-dengan tujuan membentuk

keluarga:yang: bahagla dan-kekal berdasarkan

“Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur dari definisi itu adalah: i i e
a. Ikatan lahir batin untuk hidup. bersama
“icsuamitistri:yang ‘suci ~sebagaimana
- digjarkan agama yang dianutnya. Jadi
" perkawinantidak hanya menyangkut unsur
lahir tetapi unsur batiniah;

g Me;angsungkan perkawman di !uar negen

Prakiek=praktek perkawanan i:ersebut yang
telah dilakukan ‘oleh banyak orang- adalah
perkawinan di Iar neger; hal ity banyak dilakukan

b. Antarz laki-laki dan perempuan, jadi apabila
“ipasangan 1t sejenis maka: tidak dapat
- dikatakan perkawinan dan-ini-tidak diatur
- dalarm Undang-undang perkawinan ini;
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c Ikaf:an perkawman ini. harus dtsahkan-':-_".' i i
ek menum . hukum agama dan hukum-t:_i_':’ Ly

: Syarat perkawman terd;rl dan mac:a_ _
S a Syaratmat@ruf terdln dari:

. 1) Persetu;uan bebas dan kedua pasangan :

-2) U51a ‘calon pasanagn prla harus sudah

berus:a 19 tahun, dan perempuannya 18_

: tahun : : :
: -3) Tidak tenkat tenkat tah perkawman lain,
“:kecuali dalam adanya izin sesuai Pasal 3
ayat 2 dan Pasal 4 _Undahg¥'0hdang
-perkawinan. S
: 4) Ber!akunya waktu tunggu bagl wamta yang
baru putus perkawman e o

b. Syarat formii terdiri dari: "
1) Pemberitahuan kehendak akan melang-
sungkan perkawman kepada Pe}abat
~Kantor Catatan sipil. - .
2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10
hari sebeium perkawinan dilangsungkan
3) Pengumuman oleh pegawal pencatat
perkawman '
3. Sahnva Perkawinan
Diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang~Undang No.1
Tahun 1974,
a, Peiaksanaan perkawinan menurut hukum

entang Pelaksanaz—m UU No Tahun 1974}
encai:atan perkaw:nan oieh Pegawat _'

:-mempe{al menanda tangam akte per—' .
kaw:nan yang te!ah diSlapkan Akte yang
'_:""'-';'-teiah drtanda tangam pasangan se- o
R f-Ian]utnya dm‘:mda tangani oleh kedua saksi -
. :_c!an Pegawal Pencatat yang menghadm_
- perkawinan; bagi yang meiangsungkan
perkawman menurut agama Islam, ditanda .-

S tangam pu}a oieh wai: nlkah atau waktiﬂya

L -'Akte perkawman drbuat dua rangkap, helai
pertama dlssmpan oleh Pegawai Pencatat, helal
keciua dikirimkan kepada Pengad:ian Megeri di
w:!ayah dimana perkawman dulangsungkan Bagi
mempelai ‘diberikan kutipan akte perkawinan.
Dengan menanda tangani akte perkawinan
tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara
resmi. e

Perkawinan Menurut Agama
‘DiIndonesia, B
Agama yang diakui di Indonesia adalah :
1. Perkawinan Menurut Agama
Islam.?
Sahnya menurut agama adalah:
a. Harus dipenuhi semua rukun nikah, yang
“terdiri dari:

1) Adanya.calon mampgl-—ai Iakidali dan

masing, diiaksanakan di hadapan Pegawal

perampuan,
Pencatatan Perkawinan dan dihadiri oleh 2} Harus ada wali bagi calon mempelai

dua orang saksi (Ps.9 PP No.S Tahun 1975 perempuan,
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3) Harus dasaksnkan oieh dua orang saksn

b, E _D:penuh: sya t~syarat nlkah

g -_sebagai yang ditentukan oleh syanat salah
- _'__'.satunya adaiah {arangan perkawman
. berbeda agama (Qur'an 11: 221) kecuali
. bagi. Taki-laki musllm Menurut Penter-
'_}emah Tafs:r Departemen Agama RI
i menyatakan : : :
f“D:halaikan bagl Jaki- Iakt mukmln me-
ngawini perempuan Ahlulkitab dan tidak
.. dihalalkan mengawini: perempuan Kkafir
!amnya Tidak dihalalkan bagi perempuan
mukmin kawin dengan laki-laki Ahlulkitab
~ dan laki- aki lainnya. Seorang laki-laki
- muslim dihalaikan mengawini wanita non
.muslim asalkan dia dari golongan Kitabiah.”
(Ahli Kitab, Yaitu Yahudi dan Nasrani)
(Qur'an V 5).

Yang menjadi pertanyaan apakah Ahlullkitab yang
dimaksud di atas masih ada? Menurut pendapat
sebagian besar ulama hal itu sudah tidak ada.

2. Perkawinan Menurut Agama
Katolik
Pada prinsipnya agama Katolik melarang
dilakukannya ;Jerkawman antar agama, kecuali

___sdak me}anggar !arangan perkawman

beragama Katol:k dengan yang bukan merupakan Frecs
_ _'perkawman yang tsdak ideal. Walaupun per-.. . S
.~ kawinan. yang ;deal menumt agama Katoiik'- _
- adalah perkawman antara umat yang seagama. - -
'"-.Tetapl pandangan gereja Katolik dalam hal ini -~

cukup realistis. Hal itu nampak dengan ke~

' mungkman bagi Uskup ‘untuk: membenkan o
. dlspensa51 bagi. perkawman beda agama L
: D;spensas; akan d;benkan apabzla p;hak S

vang bukan Kato!:k mau berjanji:
a. Bahwa ia tidak akan menghaiang-haiangl
: - pihak yang Katolik meiaksanakan_;_mannya.
b. Ia bersedia mendidik anak-anaknya secara
“Katolik. -

Apabila diperhatikan isi dispensasi itu dan
pemberian dispensasi yang harus diberikan Uskup
maka, pemberian dispensasi jelas sangat sulit
dan mengenai orang yang bukan beragama
Katolik harus bersedia mendidik secara Katolik,
hal inipun juga sangat sulit. Jadi pada dasarnya
memang agama Katol;k melarang perkawinan
beda agama. :

3. Perkawinan Menurut Agama
Kristen Protestan
Menurut keyakinan agama Kristen Protestan,
perkawinan itu mempunyai dua aspek:
a. Merupakan soal sipil vang erat hu-
bungannya dengan masyarakat dan
Negara, karenya Negara berhak meng~

d;spensasn untuk meiaku!\an perkawman antar
agama.® Gereja Katolik umumnya menganggap
bahwa perkawinan antara seorang vang

h. Perkawinan adalah merupakan san '
agama, yang harus tunduk kepada hukum
agama.*
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Syarat perkawman menurut agama_Protestan_ _

e -_-.-a__. ;_Masmg masmg caicn mempelaz tzdak *

- --'_':'3':terka|t tali perkawsnan !alnnya

| "'_=.:.3-_.'5'.:'._';-Kedua mempe?at beragama Krlsten”i-_"”

.Protestan S T
¢ "Kedua calon mempe!al harus sudah
il sadz(dewasa) B B
" 'd. Harus dihadiri dua orang saks;

e Dlsak5|kan oleh Jemaat

g Da_i'i _-_syarat di-atas dapat dilihai;_ bahwa
pada dasarnya agama“Kristen Protestan
menghendéki_perkawinan yang seagama. Namun
perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan
syarat bahwa pihak yang bukan beragama Kristen
Protestan harus membuat surat pernyataan tidak
keberatan perkawinan dilangsungkan di gergja
Protestan. Dari uraian di atas bahwa péfkawinan
harus dilekukan di gereja maka dapat disimpul-
kan, bahwa pihak yang bukan beragama Kristen
Protestan juga harus nengakui pemberkatan di
gerja itu, halitu berarti secara diam-diam pihak
yang bukan beragama Kristen Protestan,
menundutkan diri pada agama tersebut, Dengan
demikian berarti membatalkan keyakmannya
sendiri/ agamanya sendiri.

4, Perkawinan Menurut Agama
Hindu. _
Menurut Kitab Pegangan agama Hindu yang

mempunyal kerurunan Eaka Iak: agar anak tersebut S

-dapat menyelamatkan orang tuanya dan neraka_'_""_ .
- Put, Jadl perkawman hukumnya Wajib 5.
'_ Sahnya suatu_ perkawman apabzta perkawman' i
dzlakukan menurut hukum dan tata cara agama_

Hlndu Adapun syarat—syaratnya adalah

&, Perkaw;nan dllaksanakan atas dasar o

persetUJuan L : '

~b, Telah mencapai umur 21 tahun

S Harus_ada_ izin orang tua.: :

d. " Tidak melanggar larangan kawin yaitu -

- ‘bahwa ked_ua ca!on_'mem_peiai tidak

:mempunyai hubungan darah yang ter-

“ . lampau dekat, tidak merupakan anak
tunggal. ph :

Bagl pengesahan suafu perkawinan
menurut agama Hindu tidak ada suatu “Escape
Clausule”yang memungkinkan bégi Brahmana
uptuk melakukan pengesahan upacara per-
kawinan vang dilakukan kalau antara kedua
mempelai terdapat perbedaan agama. Sedang-
kan pencafatan hanya merupakan tata cara
administrasi saja dan tidak mempengaruhi
sahnya perkawinan, karena menurut agama
Hindu vang dicatat bukanlah perkawinan,
melainkan akan dilakukannya perkawinan dan
tidak akan menjamin apakah perkawinan
tersebut akan dilakukan menurut agama.’

5. Perkawinan Menurut Agama

BernaTTa Weda yanyg  aimaksud perkawing
adalah perkawinan yang bersifat religius dan
obligator (mengikat). Hal ini dihubungkan dengan
adanya kewajiban bagi seseorang untuk

Dalam Kitab Tripitaka yang merupakan buku
pegangan agama Budha, tidak menaatur tentang
tata cara perkawinan, sebab pada saat itu
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: -'-"-.'.'dzman' perkawman d]lakukan secara adat__-‘_-:-_-
: ;"-'dengan persetUJuan dar: orang tua kedu' 'belah S

S :.:daiam:!embaga perkanan yang memungkmkan

m@reka dapat memblna hzdup bersama dengan
1'_'-rukun dan sera51 dalam keiuarga bahagia
. sejaht@ra 7 o T
= Pada dasarnya agama Budha tidak
menerama perkawman beda.agama. Jika umat
Budha ingin memkah dengan penganut agama
lain,»maka- p_asangan yang beragama lain
diwajibkan bersedia .untuk masuk ke lingkup
agahié Budha, dengan demikian hukum agama
Budha juga melarang perkawinan antara mereka
yang berbecia agama

. c. Analisis Perkawinan di Luar Negri
- Menurut UU No.1 Tahun 1974. -

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan mengatur perkawinan yang di-
fengsungkan di fuar negeri bagi WNI dengan WNI
dan WNI dan WNA, hal ini diatur dalam Pasal 56

wb: .
1.-Perkawinan yang dilangsungkan di luar
Indonesia antara dua orang Warga Negara
Indonesia atau seorang Warga Negara
Indonesia dengan Warga Negara Asing
adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum vang berlaku di negara dimana
perkawinan itu dilangsungkan dan bagi

bukta perkawmn mereka harus didaftarkan - '_
di Kantor Pencatatan Perkawman tempat""-_i- e

tmggal mereka;

Dan uraian pasal 56 ayat 1 tersebut dapat d|

jelaskan sebagal berikut: i S

.-a: Perkawinan di Iuar negeri dapat dsiakukan

antara mereka yaitu calon suami maupun

calon istri semuanya ber_kewarganegaraan

Indonesia atau salah satu:calon suami

atau calon istri berkewarganegaraan

~Asing, yang jelas salah satu. harus
‘berkewarganegaraan Indonesia.

b. Perkawinan itu akan sah apahila hukum

yang diberiakukan harus sesuai dengan

* hukum dimana perkawinan dilaksanakan

dan juga harus sesuai dengan hukum dari

-mereka atau hukum dari Warga Negara

‘Indonesia yang akan melaksanakan

perkawinan.

Hukum yang mana itu? Tentunya Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Jadi apabita diperhatikan pasal ini mengandung

asas-asas: °

a. Lex Loci Celebrationis yang menetukan
bahwa sahnya suatu perkawinan harus
sesuai dengan hukum materiil negara atau
tempat dimana perkawinan itu dilang-
sungkan atau diresmikan.

b. Personalitas adalah sahnya perkawinan

WargaMegars Irdonestatidak rsiaggar
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami
istei it kembali di wilayah Indonesia, surat

fiarus 5esual dengan nukum materii dan
negara asal masing-masing calon
mempelai.
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. ‘Pasal 16 AB menyatakan

_ Hai tersebut sama: dengan teorl Hukum :
_ __:Perdata Internassonai untuk suatu perkawman :
e yang: dliangsungkan di !uar negen yang hams"
."'tunduk pada Pasai 16 clan Pasai 18 AB (Algemene c

'_Bapaimgen van Wetgevmg) berbunyl sbb

“Bahwa peraturan undang undang tentang

“kedudukan dan kekuasaan “hukum bagl
' mereka, apab:la mereka’ berada ds [uar
negn ' 8 T :

Jadi pasal ini mengatur status personil
berlaku bagi semua warga Negara Indonesia,
kaidah yang mengikuti seseorang dimana ia
pergi. Para warganegara Indonesia yang berada
di ‘luar ‘negeri dan hendak menikah ‘harus
memenuhi semua persyaratan yang ditentukan
oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasional-
nya. Jadi lingkungan kuasa hukum perdata In-
donesia juga berlaku di luar batas wilayah In-
donesia. E LR

Pasal 18 AB menyatakan:

‘“Bahwa tiap perbuatan hukum’ditinjau
menurut'peraturan undang-undang dari
Negara atau tempat di mana perbuatan
hukum itu dilakukan(Lex regit actum)”

Jadi pasal ini menunjuk pada perihal cara
melakukan perbuatan hukum yaitu menurut
hukum dari Negara dimana perbuatan hukum

dimana perkaw;nan dliangsungkan bertaku
perkawinan sipil maka perkawinan harus
difakukan secara sipil pula, namun jangan lupa

: harus juga dtpenuhl syarat materui dari hukumgg:

: _persenal dan caion mempeias tersebut artinya: - o

- tidak boleh meianggar ketentuan hukum nasional. :__ -

' :_'masmg -masing. ‘Dalam :hal peiangsungan: i

3 '-’perkawmannya ttdak boleh metanggar pasal 2
‘ayat 1 dan ayat 2 Undang undang No.1 Tahun':

1974,

Maksud Pasal 56. ayat (2) taap perkawman -_
yang d:iangsungk_an di-juar. negeri baik kedua -

suami-istri ity WNI atau salah satunya masih
berstatus WNI, maka dalam jangka wakiu satu
tahun setelah kembali - di Indonesia atau untuk
berdomisili kembali di Indonesia harus didaftar
di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal
mereka, -jadi secara garis besarnya, agar
perkawinan di luar negri dapat diakui maka
perkawinan harus didaftar di Lembaga Pencatat
Perkawinan  untuk mendabatkan surat bukii
perkawinan, kemudian surat bukil perkwinan
tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan
Perkawinan setempat selambat-lambatnya satu
tahun setelah suami istri tersebut kembali ke In-
donesia.

D, Analisis Perkawinan Beda Agama
Di Luar Negri menurut Undang-
undang No.1 Tahun 1574
Seperti yang telah diuraikan pada awal
penulisan ini, dimana adanya usaha dari para
pasangan beda agama yang berusaha mencari
keabsahan/ pembenar perkawinan mereka, yang
yang mereka anut meiarangnya Mereka
mencari pembenar/ keabsahan perkawinannya
dengan cara melangsungkan perkawinannya di
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.iuar negen sebagaimana ; d;atur dalam Pasa;
o -56 ayai:i danz P P

- iangsungkan diluar Indonesia antara dua orang

WNLatau seorang WHNI dengan WNA adalah sah,
?asai 56 ini- hanya dibaca sampai disini, padaha!

: Pasa% 56 ayat 1 harus dlbaca satu napas. Jadi
: Dan ?asa% 56 ayat 1 tersebut dzteruskan sebagal
beﬁ%(ut ..... ada_!ah sah btlaman_a dilakukan
menurut ‘hukum yang berlaku hegara dimana
perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak
mela ngga_r ketentuan undang-undang ini.

-+ Yang dimaksud undang —undang ini adajah
uﬁdang-undang dari calon mempelai itu sendii
{Wi\éi} yang dalam hal ini harus sesuai dengan
Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan - yang menyatakan sahnya per-
kawinan menurut hukum agamanya, jadi
Undang-undang perkawinan ini tidak megatur
tentang perkawinan di mana calon suami istri
memeluk agama berbeda.®

Polz pengaturan vang dilakukan oleh
Undang-undang perkawinan adalah  menyerah-
kan kepada hukum agamanya, vaitu untuk
menegakkan larangan  perkawinan ataa
meneniukan kebolehan perkawinan tersebut. Jadi
apabila agama yang dianuinya membolehkan
adanya perkawinan beda agama ya boleh saja,
jadi perkawinan dapat dicatatkan namun kalay

AgENaA mm! eno.nerkouine
¥

maka parkawinan ftu tzdak dapat dicatat di Kantor
Catatan Sipil. Baik perkawinan itu dilangsungkan
di Indonesia maupun perkawinan yang dilang-

R Mar@ka mem:ith dengan cara m_karena_-__
PR 'memka menafswi{an Pasai 56 ayat (1) secara.
L isepstcng potong yaitu perkawman ‘yang dz-”:"

sungkan di luar. neger!, ‘meskipun dari Negara
_"dliaﬁgsungkan perkawmaﬂ tersebut mempefaa__'-__"" '

tersebut telah mendapat seriﬂ'afe ofmaanage S
Pasal2 Penjelasan Undang-undang perkawinan
' menyatakan bahwa t:dak ada perkawinandiluar =

hukum masing- masmg agama dan keper- -
cayaannya itu, sesuau dengan Undang-undang
Dasar:1945. Maksud hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam
undang-undang ini.
Pasal 8. butir f. Undang-Undang Per-
kawinan mengatur larangan sbb:
Perkawinan dilarang antara dua orang vang
mempunyai hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang berlaku dilarang
kawin dilakukan. Sesuai uraian-uraian di atas,
tentang ketentuan perkawinan yang diatur
dalam 5 agama yang diakui di Indonesia
ternyata semuanya melarang perkawinan
antiara pemeluk agama yang berbeda.’

Perkawinan beda agama yang dilang-
sungkan di luar negeri ini memungkinkan adanya
penyelundupan hukum, karena upacara per-
kawinan dan pencatatan perkawinan dilakukan
sesuai dengan hukum Negara dimana perkawinan
dilangsungkan. Jadi tidak perlu di depan pemuka
agama atau diberkati di gereja dahulu, cukup di
kantor catatan 51p=i Negara yang bersangkutan

menghmdan suaty ak;bai. hukum yang tldak
dikehendaki atau untuk mewuijudkan suatu akibat
dikehendaki. Hal itu terlihat bahwa selalu ada
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- - unsur. subyektif yaltu daiam bentuk kehendak atau
R ruat untuk menyelundupkan sesuatu Ada sesuatu_ :

1 'c:ara yang ttdak norma untuk mencapa: tUJuan
= "l_tu, ia melaksanakan perbuatan hukum tertentu

lain dlwujudkah Ka!au seseorang berada d| Euar
: ﬂnegera tentunya ia. dapat mempe;’gunakan
' ';bentuk bentuk format dar; hukum setempat untuk
o _melaksanakan perbuatan hukumnya i g
' Perkawman beda agama yang diiangsung—
-kan d: luar negn merupakan upaya menghindari
hukum vang seharusnya berlaku pada pasangan
tersebut (Pasal 2 UU Perkawinan), penghindaran
ini merupakan penyelundupan hukum dan
karenanya dapat dibatalkan, karena ketentuan
Pasal 2 tersebut adalah bersifat memaksa dan
apabila perkawinan beda agama yang di
langsungkan di luar dianggap sah, maka
perkawinan tersebut“rapuh”, 12 -

--Konsep pencatatan perkawinan sebaga:
bagian tidak terpisahkan dari pembuktian
perkawinan, Negara sebagai lembaga publik perlu
memberikan perlindungan hukum dan pengakuan
atas -hak-hak kepada semua pihak yang me-
izngsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan dalam
beniuk pencatatan di Kantor Urusan Agama atau
Kantor Catatan Sipil, dengan demikian sangat
tegas terlihat antara syarat keabsahan dan syarat
administrasi dalam proses perkawinan.

Keabsahan perkawinan yang didasarkan
agama vang dipeluknya, hal ini adalah sesuai
ketentuan : Pasal 29 UUD 1945 vang menjamin

: -_:-{-_ak : n tetapi ia menghendakl agar aksbat hukum

22 Uu No. 39 Tahun 1999 teni:ang hak asasi R
manusia yang menYatakan bahwa setrap orang =
bebas memeluk. -agamanya masing-masing dan .. L
'berabadat menurut agamanya dan keper..j:_g' =y
 cayaannya itu dan Negara menjamin kemerde-"
kaan settap orang memeluk agamanya masing- =
masing. dan benbadat menurut agamanya dan - :

kepercayaannya IKERS

Jadi sebenarnya Pasal 2 Undang undang'

Perkawinan sebetulnya menguji ketaatan

pasangan akan keyakinan akan agama vang

dipeluknya, jadi apabila dia telah memilih agama
yang dipeluknya dia harus konsisten dengan
ajaran agama yang dipeluknya. Ternyata ada
juga pasangan yang berusaha mengingkari
keyakinan akan ajaran agamanya, terbukti
mereka berusaha mencari keabsahan dengan
cara melangsungkan perkawinan di luar negri,
yang tidak melarang perkawinan beda agama.
Dengan pelangsungan perkawinan tersebut
pasangan mendapatkan Certificate of Marriage,
yang menurut Negara tersebut perkawinan sudah
sah, setelah pulang ke Indonesia pasangan
tersebut mencatatkan perkawinannya di Kantor
Catatan Sipil, kemudian Petugas mengeluarkan
surat tanda bukti laporan perkawinan. Di dalam
surat tanda bukti tersebut dinyatakan secara
tegas bahwa surat tersebut bukan merupakan
akte perkawinan. Yang merupakan akte per-
kawinan adalah akte yang dibuat dihadapan
Pejabat Kantor Catatan sipil luar negri yang
disebut Certificate Of Mariage, yang merunakan

bagi tiap penduduk untuk bebas memeluk
agamanya masing-masing dan uniuk beribadah

menurut agama dan kepercayaannya, jo Pasal ...

bukti perkawinan yang sah menurui Negara
tersebut, sedangkan tanda bukti laporan

—.perkawinan itu hanya memenuhi syarat Pasal 56
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= : .ayat {2) Undang Undang Perkawman L _
Catatan S:p:i tzdak mempermasaiahkan
-perbedaan agama yang ada dalam suatu

L pekawinan yang dllangsungkan diluar negen o!eh _
'_-_----_-"pasangan WNI, asalkan telah ada akte per-

kawinan dars Negara tersebut, Jadl Catatan sipil
_-hanya menenma !aporan saja. Sebab jika
per}\awman diluar negeri tidak di laporkan setelah
kemﬁa Il ke Indonesia, maka timbul masalah baru,
yaxtu_menyangkut_status_hukum anak kandung
pasangan tersebut di mata hukum Indonesia.*
Syarat ke absahan pérkawinan menurut Pasal 2
ayat (1) UU perkawinan adalah apabila ditakukan
menurut -hukum agamanya masing-masing,
sementara itu bagi pasangan suami istrd WNI atau
suami istri WNI dan WNA yang melangsungkan
perkawinan di luar negeri (Pasal 56 ayat1) sah
apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku
dimana perkawinan dilangsungkan dan tidak
bertentangan dengan undang-undang per-
kawinan di Indonesia. Ketentuan tersebut itu ada
vang berpendapat bahwa uraian tersebut
memuat dua pemahaman tentang istilah sahnya
perkawinan ‘dalam dua pasal ini adalah
kontradliksi, yaitu Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan
keabsahan perkawinan berdasarkan agama yang
kemudian dilkuti pencatatan oleh pejabat Negara,
sedangkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang ini
lebih mendasarkan pada keabsahan administrasi
dan sistern hukum,

Dari kenyataan yang ada dapat dilihat
undang-undang perkawinan tidak rmengatur

G 1ol

perkawman berdasarkan agama dan ke-. :

-yak[nannya, tetapi hanya menjafankan per—:'_'
_ syaratan adm:mstrasz b

Pen;efasan Pasal 2 ayat (1) undang-_’ -

' 'undang perkawinan dapat menjadi dasar hukum:'__f.- o

penolakan Negara terhadap pelaksanaan
perkawinan diluar ketentuan yang diatur agama,
dengan kata lain Negara tidak dapat mencatatkan -
perkawinan beda agama dimanapun dilaksana-
kan, sebab telah menyimpang dari norma agama
masing-masing :pihak-'yang melangsungkan
perkawinarn . :

L. PENUTP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat semua
dapat disimpulkan dalam beberapa hal :
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memang
mengatur pelangsungan perkawinan di luar
negeri dalam Pasal 56 ayat 1 yaitu perkawinan
yang dilangsungkan di luar, antara dua erang WNI
atau antara WNI dengan WNA adalah sah dengan
syarat bilamana dilakukan menurut hukum yang
berlaku di Negara dimana perkawinan dilang-
sungkan jadi menganut asas Lex Loc/ Celebra-
tionis dan pelangsungan perkawinan di luar negri
itu bagi WNI, tidak melanggar ketentuan undang-
undang ini, artinya pelangsungan perkawinan
itu harus sesuai dengan hukum perkawinan In-
donesia yaitu hukum calon mempelai tersebut
adalah sebagaimana di atur pada Pasai 2 ayat 1

secara seksama mengenai sikap Negara, sedang
yang ditunjukan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil
jika pasangan suami istri tidak melakukan

apabila duiakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi
sesual agama yang diakui di Indonesia.
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2 .. Mengenai pelangsungan perkawinan
antara mereka yang berbeda agama di luar negri
- menurut undang-undang perkawinan sebagai-

; "_':man_a d:ura:kan pada butir satu di atas adalah
tidak 'sesua:, sebab meskipUn pe"kaw;nan

dllangsungkan sesuai dengan hukum perkawman
ﬂegara drmana perkawman dllangsungkan, yaitu
: perkawman antara mereka yang berbeda agama
tidak dilarang dapat dicatatkan di Kantar Catatan
Sipil setempat artinya sudah memenuhi asasa
fex loci ce/ebrétfom‘s, namun perintah Pasal 56
ayat 1 tersebut menyatakan bahwa perkawinan
di luar negeri tersebut tidak melanggar undang-
undang Perkawinan Indonesia, yang menyatakan
bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan
agama yang diya’kini/ dianutnya, 'yaitu agama
yang diakui-di Indonesia. Yang ternyata agama
yang diakui di Indonesia pada dasarnya semuarnya
melarang urmatnya melangsungkan perkawinan
beda agama. Jadi perkawinan beda agama di
manapun tidak mungkin apabila keabsahan
perkawi'nan tersebut tetap didasarkan pada
nukum agama.

3. Perkawinan antara mereka berbeda
agama yang terlanjur dilangsungkan di tuar
negeri, dan sudah Themperoleh Certificate of
Marriage serta sudah di catatatkan di Kantor
Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia,
memang akte nikah yang disebut Certificate of
Marriage itu resmi/ sah menurut hukum Negara
tersebut, namun ternyata menurut agama yang

§Glior i adluriS

diyakini mempelai tersebut, sebagal yang diakui

oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia ... .
melarangnya. Sehingga perkawinan tersebut-'_'__"_f-
menurut Undang undang ini dapat dibatalkan, S
'artmya perkawman beda agama di luar negeri " L

menurut undang —undang ini adaiah tldak_ .
menurut agamanya, namun secara administrasi
sah.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut dan per-
masalahan yéng ada, yang sampai saat ini masih
saja masih menjadi polemik, maka tidak ada jalan
lain bahwa para orang tua dan para pemuka
agama harus gigih ikut meningkatkan ketaatan,
keyakinan, kesadaran beragama para jemaahnya
khususnya dalam rangka mendapatkan jodohnya,
Sebab mereka juga harus turut berianggung
jawab terhadap jamaahnya, agar konsisten
dalam meyakini/ memeluk agamanya.

Saran yang lain yaitu terhadap Undang-
undang perkawinannya ini agar di tambahkan
penjelasan secara saksama dalam mengariikan
Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, seyogyanya Pasal
ayat 1 dan 2 dijadikan satu ayat saja, jadi sah
perkawinan senafas dengan pencatatan per-
kawinan, dan penjelasan iebih jelas dalam
penjelasan mengenai Pasal 56 ayatl, dijelaskan
tentang tidak melanggar undang-undang ini,
supaya dijelaskan secara terperinci apa makna
undang-undang ini.®
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